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ABSTRAK 
 
Nama   : SYAHRIL ALI IBRAHIM HAMSAH 
Nim   : 30600112005 
Fak/Jurusan  : Ushuluddin, Filsafat dan Politik, Ilmu Politik 
Judul : Implementasi “Jeneponto GAMMARA” Sebagai 
City Brand di Kabupaten Jeneponto. 
 Skripsi ini membahas tentang “Implementasi “Jeneponto GAMMARA” 
Sebagai City Brand di Kabupaten Jeneponto”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana Implementasi dan bentuk dukungan para Stake Holder 
tentang Program Pemerintah Daerah yang bertagline Jeneponto “GAMMARA”. 
Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, yaitu data primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. 
Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan ataupun studi 
pustaka akan dianalisis dengan menggunakan studi analisis deskriptif kualitatif. 
 Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa, dari beberapa para Stake 
Holder diantaranya Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang terlibat dan Anggota 
Legislatif Kabupaten Jeneponto serta dari kalangan masyarakat Kabupaten 
Jeneponto juga memiliki perbedaan tentang Program pemerintah daerah ini. 
Selain itu, di kalangan masyarakat juga memiliki  pandangan dalam 
mengimplementasikan program Jeneponto “GAMMARA”. ada yang merespon 
positif dan ada pula merespon negatif terhadap Program pemerintah daerah yang 
bertagline Jeneponto “GAMMARA” ini. 
 Pemerintah Kabupaten Jeneponto menginginkan dengan adanya 
“GAMMARA” bisa menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di 
Kabupaten Jeneponto, dan dengan Program ini, bisa dijadikan sebagai alat yang 
menepis anggapan masyarakat bahwa Jeneponto tidak lagi dinobatkan sebagai 
daerah tertinggal dan daerah yang tidak aman. 
 Akhirnya bisa disimpulkan bahwa City Brand sangat penting bagi daerah, 
dan City Brand juga sebagai stimulus untuk menjadikan daerah itu dikenal 
sekaligus bahan promosi di mata publik bahwa adanya City Brand ini menjadi 
identitas baru bagi daerah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Berpijak pada teori “trias politica” dari John Locke  maupun Monthesque, 
kekuasaan dalam negara dibagi menjadi tiga, yaitu; kekuasaan Eksekutif, 
kekuasaan Legislatif, dan kekuasaan Yudikatif. Jika ketiga kekuasaan tadi 
dipegang oleh 1 (satu) orang yaitu “seorang Raja”, maka sistem pemerintahannya 
disebut “monarki atau kerajaan”.Jika ketiga kekuasaan dipegang oleh sedikit 
orang secara terbatas hanya dari kalangan bangsawan, maka negara tersebut 
menganut “aristhocracy” atau juga disebut negara “oligarchy”.Sedangkan suatu 
negara menganut faham demokrasi yaitu “kekuasaan dipegang oleh orang 
banyak”. Dengan kata lain ketiga kekuasaan tersebut diduduki oleh banyak orang 
dari semua lapisan masyarakat secara “terpisah” atau disebut “separation of 
power”, dan atau kekuasaan itu terbagi tiga kekuasaan atau “distribution of 
power”.1 
Dalam negara demokrasi kedudukan ketiga kekuasaan eksekutif, legislatif, 
dan yudikatif, memiliki kedudukan yang sama dan seimbang atau dalam kamus 
politik disebut “Balance of Power”. Masing-masing memiliki fungsi saling 
melengkapi, legislatif sebagai pembuat Program dan yudikatif sebagai penguji 
materi Program serta eksekutif sebagai pelaksana Program.Keseimbangan ketiga 
                                                             
1
Bambang Istianto, Demokratisasi Birokrasi, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013 
halaman 26 
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kekuasaan dalam teori politik juga disebut “Check and Balance of 
Power”.Artinya bahwa ketiga kekuasaan memiliki kedudukan yang sama 
sehingga saling melakukan kontrol secara seimbang supaya tidak terjadi “abuse of 
power” dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. 2 
 Dalam kajian ilmu politik, elit politik atau kelompok-kelompok elit politik 
beranggapan bahwa politik merupakan permainan kekuasaan dan karena para 
individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-
nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut, maka upaya 
pun mereka lakukan untuk memindahkan penekanan dari para elit dan kelompok 
kepada individu.Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa politik merupakan studi 
tentang siapa yang mendapatkan kekuasaan, kapan dan bagaimana.
3
 
 Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki 
jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat.Mereka terdiri dari para pengacara, 
mekanika, bajingan, atau para gundik. Pareto juga percaya bahwa elit yang ada 
pada pekerjaan dan lapisan masyarakat yang berbeda itu umumnya datang dari 
kelas yang sama; yaitu orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai 
kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. 
Karena itu menurut Pareto, masyarakat terdiri dari dua kelas: (1) lapisan atas, 
yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (governing elite) dan elit 
                                                             
2
Bambang Istianto, Demokratisasi Birokrasi, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2013 
halaman 27 
3
Anggariani Alamsyah Etika Politik Makassar,  Makassar,  Alauddin University Press, 
2012, hal 121 
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yang tidak memerintah (non-governing elite), (2) lapisan yang paling rendah, 
yaitu non elit. Pareto sendiri lebih memusatkan perhatiannya pada elit yang 
memerintah, yang menurut dia, berkuasa karena bisa menggabungkan kekuasaan 
dan kelicikan, dan dilihatnya sebagai hal yang sangat penting.
4
 
 Pada bagian lain Pareto juga mengemukakan tentang berbagai jenis 
pergantian antara elit, yaitu pergantian: (i) di antara kelompok-kelompok elit yang 
memerintah itu sendiri, dan (ii) di antara elit dengan penduduk lainnya. Pergantian 
yang terakhir itu bisa berupa pemasukan: (a) individu-individu dari lapisan yang 
berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada, dan atau (b) individu-individu 
dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam 
suatu kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.
5
 
 Politik adalah konflik, dominasi, pemaksaan, dan menyangkut kekerasan 
dan tipuan, karena para pelaku politik (elite-elite) sering mengejar, mencari dan 
meraih kekuasaan sebagai tujuan akhirnya, bukan dijadikan sarana untuk 
mengejar tujuan kolektif atau tujuan-tujuan lainnya. Ketika misalnya mendengar 
ucapan-ucapan baik, pernyataan moral, dan pernyataan ideologis seorang 
pemimpin atau elite, meski dianalisis untuk menemukan makna dibalik ucapan-
ucapan elite tersebut. Dalam struktur kekuasaan misalnya, pejabat-pejabat 
pemerintah dan para pemimpin dari kelompok-kelompok sosial yang paling 
berpengaruh bertindak melalui badan-badan pengatur yang saling berkaitan. 
                                                             
4
Sp. Varma, Teori Politik Modern, Jakarta, PT.Rajawali Persada, 2010, hal  200 
 
5
Sp. Varma, Teori Politik Modern, Jakarta, PT.Rajawali Persada, 2010, hal  201 
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 Para teoritis politik melihat model distribusi kekuasaan yang hanya 
berlangsung di kalangan elite berkuasa, bahkan distribusi kekuasaan terjadi 
diantara mereka yang menguasai sumber daya ekonomi (pengusaha) dengan 
pejabat-pejabat pemerintah. Mereka bersama dengan para pengusaha membuat 
keputusan-keputusan penting atas berbagai hal yang terjadi dalam masyarakat 
seperti soal kemiskinan dan kesejahteraan. Dengan melihat dalam masyarakat 
seperti soal kemiskinan dan kesejahteraan. Dengan melihat secara kritis hubungan 
antara pejabat-pejabat pemerintah dengan pengusaha dalam membuat regulasi 
tentang masyarakat, maka model ini tidak memberikan pemecahan masalah sosial 
secara jelas, bahkan individu-individu rakyat jelata akan terus menerus berada 
dalam posisi yang tidak berdaya, apatis dan impoten. Kekuasaan hanya berputar 
dan bergeser dari elite yang satu ke elite yang lain dengan dukungan orang-orang 
berpengaruh secara sosial, ekonomi dan politik.
6
 
Dalam penjelasan di atas tentang elit politik dimana dimaksud di sini 
adalah pemerintah di suatu daerah, dan dapat memimpin dan memiliki jabatan 
tinggi dikalangan kelompok tersebut. Dapat dikaitkan dengan Surah Al Baqarah 
ayat 30, yaitu: 
                                                             
6
Anggariani Alamsyah Etika Politik Makassar,  Makassar,  Alauddin University Press, 
2012, hal 122. 
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Artinya: 
30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
“sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khlaifah di muka bumi”. 
Mereka berkata: ”mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 
darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: “sesungguhnya Aku mengetahui 
apa yang kamu ketahui”.7 
Kemudian adapun ayat selanjutnya menjelaskan pemerintah, yaitu Surah 
An Nisa ayat 59: 
 
 
                                                             
7
 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya, 1971, hal 13  
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Artinya: 
59.  Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul 
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan 
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya.
8
 
Dari dua ayat di atas menjelaskan tentang kepemimpinan atau khalifah. 
Hubungannya ialah bahwa pemerintah merupakan suatu yang diumpamakan 
sebagai pemimpin atau khalifah yang apapun kebijakan atau seruannya ditaati 
oleh rakyatnya, selagi tidak melenceng dari ajaran Al Qur’an dan Hadist. Dalam 
menentukan keikutsertaan kita dalam mengikuti kepada kebijakan yang dibuat 
oleh pemerintah adalah ketika kebijakan tersebut kemudian masih mencerminkan 
kriteria-kriteria kepemimpinan sesuai dalam ketentuan Al-Quran dan hadis, 
sehingga disini umat muslim diberikan keleluasaan dalam menilai dan 
menentukan kebijakan seperti apa yang kemudian dapat diterima ataupun tidak Di 
ayat ini.  
Adapun ayat menjelaskan kaitan tentang Program pemerintah, yang 
sebagaimana peneliti akan teliti, dalam Surah Ali Imran ayat 104 yaitu: 
                                                             
8
 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya, 1971, hal 128 
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Artinya: 
104.  Dan hendaklah ada diantara kamu segolong umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang 
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
9
 
Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman 
dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu rencana. Hubungan dengan ayat di 
atas bahwa kebijakan diumpamakan sebagai tindakan segolongan umat yang 
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari 
yang munkar. Selagi kebijakan tersebut kemudian masih didasarkan dalam 
ketetapan Al-Quran dan hadis maka kebijakan tersebut dapat diterima oleh 
masyarakat, tapi berbeda jika kebijakan tersebut kemudian menyimpang dari Al-
Quran dan hadis, umat muslim memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan 
sesama muslim lainnya. Tetapi kebijakan yang dibuat lebih baiknya jika 
berdasarkan Al-Quran hadis, tentu jalan ijtihad sebenarnya sangat berperan 
penting ketika kebijakan kemudian ingin dibentuk, tapi ijtihad yang dilakukan 
tidak selamanya baik dan tidak selamanya berdasarkan dalam Al-Quran dan hadis, 
jadi pengetahuan yang lebih dlaam dan luas mengenai hukum-hukum serta 
                                                             
9
 Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya, 1971, hal 93.  
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ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis bisa jadi dasar yang paling 
fundamental dalam menentukan suatu kebijakan. 
Bupati Jeneponto mengeluarkan Program Jeneponto GAMMARA yang ia 
harapkan bertujuan sebagai bentuk usaha untuk merealisasikan janji-janji segala 
sesuatu yang menjadi kewajiban pemerintah untuk membawa Jeneponto menjadi 
daerah yang lebih berkembang dan maju, serta memiliki daya saing dan usaha 
untuk menghilangkan image daerah tertinggal. Pemerintah Jeneponto memberikan 
kontribusinya semaksimal mungkin untuk kembali membenahi Jeneponto lebih 
baik lagi. 
Tagline GAMMARA (Gerakan bersama untuk menuju Jeneponto ramah) 
dikeluarkan sebagai sesuatu gerakan untuk membawa Jeneponto dalam suatu 
perubahan yang signifikan, dalam hal ini perubahan dalam aspek positif. 
GAMMARA sendiri dibuat sebagai bentuk usaha pemerintah mengajak 
masyarakat untuk ikut andil dalam Program pemerintah yang pada saat kampanye 
yang berusaha untuk ditepatinya. Untuk mewujudkan Jeneponto yang lebih baik, 
GAMMARA juga dibuat agar peraturan-peraturan daerah dapat diterima di dalam 
masyarakat dalam hal ini perwujudan perda-perda yang bertujuan untuk 
memberikan kemanfaatan kepada masyarakat seperti Peraturan Daerah Kabupaten 
Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Jeneponto Tahun 2012-2031, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 
5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. 
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Dalam program tersebut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, bukan 
hanya untuk mengejar gelar kota Adipura, melainkan Program ini dikeluarkan 
untuk merubah dan menata kembali Kabupaten Jeneponto, sebagaimana telah 
disinggung bahwa Kabupaten Jeneponto dijuluki sebagai kabupaten terbelakang 
dan kota gersang, sehingga dengan dikeluarkannya Program ini dapat merubah 
Kabupaten Jeneponto menjadi lebih baik lagi seperti singkatan GAMMARA itu 
sendiri. 
DPRD Kabupaten Jeneponto merupakan lembaga legislatif yang berdiri di 
Kabupaten Jeneponto. DPRD Kabupaten Jeneponto memiliki tugas dan 
wewenang yang harus dijalankan dalam mengawal Program pemerintah daerah 
sebagai representasi dari ketiga fungsi utamanya. Kinerja DPRD di bidang 
pengawasan tidak lepas dari agenda DPRD untuk merespon dan menindaklanjuti 
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pemerintahan daerah. Sebagaimana 
telah dijelaskan pada UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
BAB I Ketentuan Umum ayat 4 mengatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.”10 
 Berbicara tentang anggota legislatif khususnya anggota DPRD, sudah 
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dikatakan bahwa DPRD 
merupakan lembaga legislatif berpusat di daerah. 
                                                             
10
 UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal 3.  
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 Adapun ayat yang membahas tentang anggota legislatif, dimana anggota 
legislatif ini khususnyaakan diteliti oleh peneliti, yang dimaksudkan disini adalah 
orang-orang yang mewakili suara rakyat dan orang-orang yang menempati tempat 
musyawarah. Dalam Surah Ali Imran ayat 159, yaitu: 
 
Artinya: 
159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya.
11
 
Dari ayat di atas sangat jelas bahwa legislatif merupakan badan pemerintah 
yang memiliki fungsi dan peran mengawasi, bermusyawarah, menetapkan hukum, 
dan menetapkan budget. Jadi sangat jelas bahwa ayat ini menjelaskan tentang 
peran dan fungsi legislatif, seperti bermusyawarah dalam menentukan mufakat, 
karena sebenarnya butuh banyak opini untuk menghasilkan mufakat yang benar-
                                                             
11
Departemen Agama, Al Qur’an dan Terjemahannya, 1971, hal 159. 
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benar diinginkan karena terlepas dari nilai egoisme suatu individu atau kelompok 
saja, sehingga hasil dri musyawarah tersebut benar-benar murni untuk 
kemashlahatan masyarakat. Namun kembali lagi kepada hakikat manusia yang 
hanya dapat merencanakan tanpa mengetahui resiko dan konsekuensi ke 
depannya, walaupun dengan perencanaan yang matang serta kritis tidak menutup 
kemungkinan adanya celah kelemahan yang bisa saja muncul karena pada 
dasarnya manusia kembali hanya bisa berserah diri kepada Allah SWT dengan 
memohon agar setiap perencanaannya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan 
kehendak, karena Allah SWT terkadang membelokkan suatu rencana, tidak sesuai 
dengan harapan yang dicita-citakan karena ingin memberikan yang lebih baik jika 
mereka benar-benar bertawakkal semata-mata berniat untuk kepentingan dan 
kemashlahatan umat. 
Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini mencoba menganalisa 
bagaimana Implementasi Program “Jeneponto GAMMARA” Sebagai City Brand 
di Kabupaten Jeneponto. 
 Melalui penelitian yang dilakukan di setiap SKPD-SKPD dan di DPRD 
Kabupaten Jeneponto ini besar harapan nantinya dapat diperoleh kesimpulan 
bagaimana Implementasi Program “Jeneponto GAMMARA” Sebagai City Brand 
di Kabupaten Jeneponto sebagaimana mestinya. Dan menciptakan kerjasama yang 
lebih baik bersama lembaga tinggi daerah, dan bersama-sama mewujudkan 
Kabupaten Jeneponto yang lebih baik. 
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B. RUMUSAN MASALAH 
 Berkaitan dengan latar belakang, penelitian yang berfokus pada 
Implementasi “Jeneponto GAMMARA” Sebagai City Brand di Kabupaten 
Jeneponto, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui: 
1. Bagaimana konsep “Jeneponto GAMMARA” menurut para Stake Holder?  
2. Bagaimana Implementasi program-program “Jeneponto GAMMARA” di 
Kabupaten Jeneponto? 
C. TUJUAN dan MANFAAT PENELITIAN 
1. Tujuan Penelitian 
 Dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwa tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui bagaimana konsep “Jeneponto GAMMARA” menurut 
para Stake Holder. 
b. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi program-program “Jeneponto 
GAMMARA” di Kabupaten Jeneponto. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Secara akademisi, penelitian ini berguna bagi pembaca khususnya 
dibidang ilmu politik, karena penelitian ini menjelaskan tentang elit 
politik, dan Stake Holder. 
b. Secara praktis, dalam penelitian ini diharapkan juga bisa berguna bagi para 
penentu Program negara sebagai masukan yang berharga dan bersifat 
ilmiah dalam mengawal Program pemerintah. 
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D. KAJIAN PUSTAKA 
 Tinjauan pustaka sangat penting dimasukkan sebagai salah satu dari 
penelitian karena dalam menganalisa suatu persoalan atau masalah perlu adanya 
kajian teori terlebih dahulu yang merupakan acuan penulis dalam membahas hasil 
penelitian di lapangan.Jadi tinjauan pustaka adalah merupakan dasar penelitian 
atau dasar teori yang menjadi pedoman bagi penulis. Untuk itu akan dikemukakan 
beberapa penelitian yang berhubungan dengan Skripsi yang ditulis oleh peneliti. 
Diantaranya: 
Dalam skripsi yang diteliti oleh Reski Pratiwi Handayani dengan Judul 
“Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Walikota Makassar (Study Terhadap 
Kebijakan Makassar Tidak Rantasa Di Kelurahan Bangkala Kecamatan 
Manggala)” bahwa Jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian 
kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 
menggunakan analisis dan berusaha menggambarkan secara jelas tentang Persepsi 
Masyarakat Terhadap Kebijakan Walikota Makassar terutama di kelurahan 
bangkala kecamatan manggala. Hasil penelitian menggambarkan Persepsi 
Masyarakat terhadap MTR ditinjau dari upaya-upaya pemerintah menyediakan 
fasilitas di sejumlah lokasi. Maka dapat diasumsikan bahwa kebersihan kota 
Makassar secara umum mulai membaik khususnya di kelurahan Bangkala. 
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Melalui kebijakan MTR ini lingkungan permukiman warga mulai tertata dengan 
bersih dan rapi bersih.
12
 
 Dalam tesis yang diteliti oleh Muhammad Jusman dengan judul 
“Sinergitas Kebijakan Program “Makassar Ta’ Tidak Rantasa” Di Kota 
Makassar” bahwa Berdasarkan penelitian tentang Sinergitas Kebijakan Program, 
Untuk mewujudkan Makassar ta‟ Tidak Rantasa‟ (Makassar kita Bersih) walikota 
dan wakil walikota membuat strategi antara lain: Kerja Bakti (bersama TNI/Polri), 
Jum‟at Bersih, Makassar Bersih Lorang-lorang ta‟ (Mabello), Lihat Sampah 
Ambil (LISA). Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan semua 
elemen yang ada di kota Makassar yaitu pemerinta, masyarakat dan dunia usaha. 
  Kemudian Program-program yang tertuang dalam Kebijakan Makassar ta‟ 
Tidak Rantasa‟ diharapkan bersinergi agar tercapai tujuan yang diharapkan yaitu 
Makassar Tidak Rantasa‟.  13 
Dalam penelitian yang diteliti oleh Putu Nova Gunawan yang ditulis dalam 
bentuk jurnal dengan judul “Makassar Smart City 2030", dijelaskan bahwa Smart 
City dapat didefinisikan menjadi 6 dimensi, yaitu smart  economy, smart mobility, 
smart environment, smart people, smart living, dan smart governance. Enam 
dimensi itu berhubungan dengan teori regional dan neoklasik pertumbuhan dan 
                                                             
12
 Resky Pratiwi Handayani “Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Walikota 
Makassar (Study Terhadap Kebijakan Makassar Tidak Rantasa Di Kelurahan Bangkala 
Kecamatan Manggala)”  Tahun 2015 (Skripsi, UIN Alauddin Makassar) 
13
 Muhammad Jusman, Sinergitas Kebijakan Program “Makassar Ta’ Tidak Rantasa” Di 
Kota Makassar, tahun 2016 (tesis program pascasarjana, Universitas Hasanuddin), hal 143-147 
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pembangunan perkotaan tradisional. Secara khusus, dimensi tersebut didasarkan 
pada daya saing masing-masing daerah, seperti transportasi, ICT, ekonomi, 
sumber daya alam, social, pemerintahan, dan lain-lain. 
Banyak faktor yang membuat smart city ini menjadi sukses di beberapa 
negara berkembang, selain inisiatif yang membuat smart city ini berhasil faktor 
lain yaitu: 1). Manajemen dan Organisasi, 2). Teknologi, 3). Pemerintahan, 4). 
Kebijakan, 5). Masyarakat 6). Ekonomi, 7). Infrastruktur dan Lingkungan.
14
 
Dalam penelitian yang diteliti oleh Imral Fauzi yang ditulis dalam bentuk 
jurnal dengan judul “Analisis Program Pengembangan Kawasan Gunung 
Pangilun Padang", dijelaskan bahwa Untuk dapat merekomendasikan alternatif 
Program menjadi tindakan Program disamping hasil evaluasi, terlebih dahulu kita 
harus melihat keunggulan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tersebut, 
adapun keunggulan dan kelemahan dari masing-masing alternatif Program 
dipaparkan yaitu: 1). Status Quo, 2). Pembangunan Kawasan  Wisata/Taman 
rekreasi, 3). Pembangunan Kawasan Wisata Alam Agro Bisnis, 4). Pembangunan 
Kawasan Peristirahatan (Villa dan Bungalow serta Hotel kelas Melati. 
Dalam Jurnal yang diteliti oleh Muhlis Madani yang berjudul Agenda 
Setting Program Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar bahwa 
berdasarkan hasil Agenda Setting Program Pengelolaan Sampah Pasar di Kota 
Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan yakni Sistem pengelolaan sampah yang 
selama ini diterapkan di Pasar belum memberikan hasil yang optimal karena 
                                                             
14  Putu Nova Gunawan, “Makassar Smart City 2030”, tahun 2013, (jurnal lingkungan, 
fakultas teknik, Universitas Hasanuddin) halaman 125-135. 
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kurangnya ketersediaan TPS, pengangkutan sampah ke TPA belum dilaksanakan 
secara rutin, Untuk itu, penyusunan agenda Program pengelolaan sampah pasar 
penting untuk dilakukan, yaitu: 1). Private Problem, 2). Public Problem, 3). 
Policy Issues, 4). Systemic Agenda, 5). Institutional Agenda.
15
 
E. TINJAUAN TEORITIS 
 Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tiga pendekatan, yaitu Teori 
Kepemimpinan, Teori Strukturasi, dan Teori Kebijakan Publik. 
1. Teori Kepemimpinan 
Dalam merumuskan batasan atau definisi kepemimpinan ternyata bukan 
merupakan hal yang mudah dan banyak definisi yang dikemukakan para ahli 
tentang kepemimpinan yang tentu saja menurut sudut pandangnya masing-
masing. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: 1). 
Fiedler, kepemimpinan pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-
individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok 
orang agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan, 2). John Pfiffner, 
kepemimpinan adalah kemampuan mengkoordinasikan dan memotivasi orang-
orang dan kelompok untuk mencapai tujuan yang di kehendaki. 3). Davis, 
mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengajak orang lain 
mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. 4). Ott, 
kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses hubungan antar pribadi yang di 
                                                             
15
 Muhlis Madani, Agenda Setting Program Pengelolaan Sampah Pasar di Kota 
Makassar, Makassar, tahun 2006, halaman 88-95. 
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dalamnya seseorang mempengaruhi sikap, kepercayaan, dan khususnya perilaku 
orang lain. 5). Locke et.al, mendefinisikan kepemimpinan merupakan proses 
membujuk orang lain untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama. 
Dari kelima definisi ini, para ahli ada yang meninjau dari sudut pandang dari pola 
hubungan, kemampuan mengkoordinasi, memotivasi, kemampuan mengajak, 
membujuk dan mempengaruhi orang lain.
 16
 
Dari beberapa definisi di atas, ada beberapa unsur pokok yang mendasari 
atau sudut pandang dan sifat-sifat dasar yang ada dalam merumuskan definisi 
kepemimpinan, yaitu: 
1. Kemampuan mempengaruhi orang lain (kelompok/bawahan). 
2. Kemampuan mengarahkan ataumemotivasi tingkah laku orang lain atau 
kelompok. 
3. Adanya unsur kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
Adapun Sifat-sifat yang mendasari kepemimpinan adalah kecakapan 
memimpin. Paling tidak, dapat dikatakan bahwakecakapan memimpin mencakup 
tiga unsur kecakapan pokok, yaitu: 
1. Kecakapan memahami individual, artinya mengetahui bahwa setiap 
manusia mempunyai daya motivasi yang berbeda pada berbagai saat dan 
keadaan yang berlainan. 
                                                             
16
 Sulistiyani, Ambar, T., Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya 
Manusia, 2004, Gava Media, Yogyakarta hal 153 
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2. Kemampuan untuk menggugah semangat dan memberi inspirasi. 
3. Kemampuan untuk melakukan tindakan dalam suatu cara yang dapat 
mengembangkan suasana (iklim) yang mampu memenuhi dan sekaligus 
menimbulkan dan mengendalikan motivasi-motivasi. 
Pendapat lain, menyatakan bahwa kecakapan memimpin mencakup tiga 
unsur pokok yang mendasarinya, yaitu: Seseorang pemimpin harus memiliki 
kemampuan persepsi sosial (sosial perception), Kemampuan berpikir abstrak 
(abilitiy in abstrakct thinking) dan Memiliki kestabilan emosi (emosional 
stability).
17
 
Kemudian dari definisi Locke, yang dikemukakan di atas, dimana dia 
mendefinisikan kepemimpinan merupakan proses membujuk orang lain untuk 
mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama, maka menurut Burns (1978) 
kepemimpinan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) elemen dasar, yaitu: 
1. Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (relation consept),artinya 
kepemimpinan hanya ada dalam relasi dengan orang lain, maka jika tidak 
ada pengikut atau bawahan, tak ada pemimpin. Dalam defines Locke, 
tersirat premis bahwa para pemimpin yang efektif harus mengetahui 
bagaimana membangkitkan inspirasi dan berelasi dengan para pengikut 
mereka. 
                                                             
17
 Sulistiyani, Ambar, T., Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya 
Manusia, 2004, Gava Media, Yogyakarta hal 154 
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2. Kepemimpinan merupakan suatu proses,artinya proses kepemimpinan 
lebih dari sekedar menduduki suatu otoritas atau posisi jabatan saja, 
karena dipandang tidak cukup memadai untuk membuat seseorang 
menjadi pemimpin, artinya seorang pemimpin harus melakukan sesuatu. 
Maka untuk menjadi pemimpin seseorang harus dapat mengembangkan 
motivasi pengikut secara terus menerus dan mengubah perilaku mereka 
menjadi responsif. 
3. Kepemimpinan berarti mempengaruhi orang-orang lainuntuk mengambil 
tindakan, artinya seorang pemimpin harus berusaha mempengaruhi 
pengikutnya dengan berbagai cara, seperti menggunakan otoritas yang 
terlegitimasi, menciptakan model (menjadi teladan), penetapan sasaran, 
memberi imbalan dan hukuman, restrukrisasi organisasi, dan 
mengkomunikasikan sebuah visi. Dengan demikian, seorang pemimpin 
dapat dipandang efektif apabila dapat membujuk para pengikutnya untuk 
meninggalkan kepentingan pribadi mereka demi keberhasilan organisasi. 
Kemudian, Ada tiga implikasi penting dalam kepemimpinan yaitu:  
1. Adanya bawahan atau pengikut 
2. Kekuasaan 
3. Aturan-aturan atau norma18 
                                                             
18
 Sulistiyani, Ambar, T., Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya 
Manusia, 2004, Gava Media, Yogyakarta hal 155 
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2. Teori Strukturasi 
Dalam permasalahan  penulisan ini, teori strukturasi juga dapat kita  lihat 
dengan memakai teori strukturasi Anthony Giddens. Dimana Strukturasi 
merupakan proses yang mana konsekuensi tindakan yang tidak disengaja 
menciptakan norma, aturan, peran, atau struktur sosial lainnya yang akan 
menghambat atau mempengaruhi tindakan di masa depan gagasan teori ini 
diterapkan dalam komunikasi organisasi. 
Teori strukturasi mengajarkan konsep tentang individu yang dikatakan 
sebagai aktor (agen) yang memiliki peran untuk memproduksi dan mereproduksi 
struktur dalam tatanan sosial yang mapan dan agen mampu merubah dan 
mengahasilkan struktur-struktur baru jika tidak menemukan kepuasan dari 
struktur yang sudah ada sebelumnya.
19
  
Unsur-unsur teori strukturasi : 
a) Agen atau Agensi 
Refleksi aktivitas merupakan ciri terus menerus tindakan sehari-hari dan 
melibatkan pelaku tidak hanya individu tapi juga perilaku orang-orang lain. 
Intinya aktor-aktor tidak hanya memonitor arus aktivitas-aktivitas dan 
mengharapkan orang lain berbuat yang sama denga aktivitasnya. 
Sebagian filsuf telah menyatakan bahawa agar setiap peristiwa yang 
melibatkan manusia bisa dianggap sebagai agensi, paling tidak apa yang 
dilakukan itu bersifat segaja dalam beberapa deskripsi. 
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Anthoni, Giddens.1984. the consitution of society-outline of the teory of 
strukturacionpolity. pres  
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b) Agensi dan Kekuasaan  
 Ada dugaan bahwa menjadi agen berarti harus mampu menggunakan gugusan 
kekuasaan kausal, termasuk mempengaruhi kekuasaan kekuasaan yang 
disebarkan orang lain. Suatu tindakan tergantung pada kemampuan individu 
dalam 'mempengaruhi' keadaan atau rangkaian peristiwa yang ada 
sebelumnya. Agen tidak lagi bisa berbuat seperti itu jika dia kehilangan 
kemampuan 'mempengaruhi' yakni, melaksanakan kekuasaan semacam itu. 
Banyak kasus menarik bagi analisis sosial berpusat pada marjin yaitu apa yang 
dianggap sebagai tindakan dimana kekuasaan individu dibatasi oleh keadaan-
keadaan yang dapat didesfikasikan.  
c) Struktur, Strukturasi 
Menyatakan struktur sebagai 'aturan' dan sumberdaya, atau dengan kata lain 
struktur sebagai perangkat aturan dan sumberdaya menghasilkan resiko 
tertentu yang jelas, yakni kesalahan interpretasi. Hal ini disebabkan adanya 
dominasi penggunaan istilah aturan tertentu  dalam literatur filsafat :  
1. Aturan kerap dianggap berhubungan dengan permainan, sebagai preskripsi 
yang diformalkan. 
2. Aturan kerap dilihat dalam bentuknya yang tunggal, seakan bisa dikaitkan 
dengan kekhususan perilaku tertentu.  
3. Aturan tidak dapat dikonseptualisasikan terlepas dari adanya sumberdaya. 
4. Aturan menyiratkan prosedurprosedur metodis interaksi sosial, 
sebagaimana yang utamanya dijelaskan oleh Garfinkcl. 
Aturan memiliki dua aspek yang perlu dibedakan secara konseptual, 
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sedangkan sejumlah penulis filsafat (seperti Winch) cenderung menggabungkan 
dua aspek itu.Dualitas strukur.  
 Giddens menyatakan, kehidupan sosial adalah lebih dari sekedar tindakan-
tindakan individual. Namun, kehidupan sosial itu juga tidak semata-mata 
ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial. 
Menurut Giddens, human agency dan struktur sosial berhubungan satu 
sama lain. Tindakan-tindakan yang berulang dari agen-agen individulah yang 
memproduksi struktur tersebut. Tindakan sehari-hari seseorang memperkuat dan 
dan memproduksi seperangkat ekspektasi. Perangkat ekspektasi orang-orang 
lainlah yang membentuk apa yang oleh sosiolog disebut sebagai “kekuatan sosial” 
dan “struktur sosial”. Hal ini berarti terdapat struktur sosial seperti tradisi, 
institusi,aturan moral serta cara-cara mapan untuk melakukan sesuatu. Namun 
juga bahwa semua struktur itu bisa dirubah ketika seorang mulai mengabaikan, 
menggantikan, atau memproduksinya secara berbeda. 
20
 
3. Teori Implementasi Kebijakan Publik 
Pengertian Implementasi Kebijakan adalah Teori George C. Edwards III 
(1980). Dalam pandangan Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 
empat  variabel,  yakni:  (1) komunikasi,   (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) 
                                                             
20
Anthoni, Giddens. Teori Strukturasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010) lihat website : 
http://phudin.blogspot.com/2009/10/teori-strukurasi-anthony.html?m=1  
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struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama 
lain.
 21
 
Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (1980) 
dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan 
implementasi. Variabel isi kebijakan ini mencakup:  
1. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau termuat dalam isi 
kebijakan;  
2. jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat 
di wilayah slum areas lebih suka menerima program air bersih atau 
perlistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor;  
3. sejauhmana perubahan yang diinginkan dan sebuah kebijakan. Suatu 
program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran 
relatif lebih sulit diimplementasikan daripada program yang sekedar 
memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok 
masayarakat miskin;  
4. apakah letak sebuah program sudah tepat:  
5. apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan 
rinci; dan  
6. apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai. 
Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: 
1. seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki 
oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;  
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2. karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa;  
3. tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.22 
masalah implementasi Kebijakan dengan mendasarkan pada konsepsi 
kegiatan-kegiatan fungsional. beberapa dimensi dan implementasi pemerintahan 
mengenai program-program yang sudah disahkan, kemudian menentukan 
implementasi, juga membahas aktor-aktor yang terlibat, dengan memfokuskan 
pada birokrasi yang merupakan lembaga eksekutor. Jadi Implementasi merupakan 
suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus  usaha-usaha 
 untuk  mencari  apa  yang  akan  dan  dapat  di  lakukan. Dengan demikian 
implementasi mengatur kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu 
program kedalam tujuan kebijakan yang diinginkan. 
Tiga kegiatan utama yang paling penting dalam implementasi keputusan 
adalah: 
1. Penafsiran yaitu merupakan kegiatan yang menterjemahkan makna 
program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan. 
2. Organisasi yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program 
ke dalam tujuan kebijakan. 
3. Penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, 
upah, dan lain-lainnya.
23
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Rippley dan Franklin (1982) menyatakan keberhasilan implementasi 
kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu: 
1. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari 
kepatuhan atas mereka. 
2. Keberhasilan impIementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya 
persoalan. 
3. Implementasi yang herhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan 
semua pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.
24
 
Peters (1982) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan 
beberapa faktor: 
2. Informasi 
Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran 
yang kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana 
dan  isi kebijakan yang akan dilaksankaannya dan basil-basil dan kebijakan itu. 
3. Isi Kebijakan 
Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan 
kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau 
kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atau 
adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu. 
4. Dukungan 
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Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanannya 
tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. 
5. Pembagian Potensi 
Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor 
implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan 
diferensiasi tugas dan wewenang.
25
 
F. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
 Metode kualitatif telah digunakan dalam banyak sub-bidang ilmu politik, 
karena para partisipan dalam dunia politik mau berbicara tentang keterlibatan 
mereka dalam kelompok, peran mereka dalam jabatan kekuasaan formal, 
pandangan mereka tentang sistem politik, dan sebagainya. Para ilmuwan politik, 
misalnya, sering mewawancarai para aktivis kelompok penekan. 
 Oleh karena itu, ada sejumlah teknik riset yang tergolong dalam riset 
kualitatif, yang telah digunakan secara luas oleh para sosiolog dan ilmuwan 
politik yang telah memilih satu atau lebih di antaranya untuk mengumpulkan 
pengalaman sebjektif seseorang, opini, keyakinan, nilai, dan seterusnya. Meski 
para peneliti akademis biasanya memilih sebuah teknik riset yang paling cocok 
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dengan apa yang hendak mereka diteliti, namun pilihan metode bukan semata-
mata perkara keunggulan teknis.
26
  
Pada penelitian ini akan digunakan metode deskriptif atau menggunakan 
jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang 
bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif 
mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan 
fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena 
sosial dari sudut pandang partisipan. 
Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 
serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki. 
 Terkait dengan metode penelitian ini, maka metode penelitian ini 
digunakan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Implementasi 
Program “Jeneponto GAMMARA” Sebagai City Brand di Kabupaten Jeneponto. 
2. Lokasi Penelitian 
 Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di berbagai 
kantor para SKPD-SKPD dan Gedung DPRD Kabupaten Jeneponto. 
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3. Prosedur Pengumpulan Data 
 Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan dua metode 
pengumpulan data, yakni: 
1. Metode Library Research 
 Metode Library Research yaitu mengadakan penelitian diperpustakaan 
dengan cara membaca dan menelaah buku dan literatur-literatur ilmiah lainnya 
yang mempunyai hubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas, adapun 
teknik penulisannya, yaitu: 
a. Kutipan Langsung, yaitu penulis mengutip bahan-bahan yang bersumber dan 
referensi kepustakaan tanpa mengubah redaksinya sedikitpun. 
b. Kutipan Tidak Langsung, yaitu terdiri dari ikhtisar dan ulasan yang bersifat 
komentar dan analisa penulis sendiri setelah membaca referensi yang ada.
 27
 
2. Field Research 
 Field Research yang akan dilakukan langsung ke lapangan untuk 
mendapatkan data yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dibahas.
 
Dalam hal ini menggunakan metode sebagai berikut: 
a. Observasi, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera tanpa mengajukan 
pertanyaan-pertanyaan. Metode ini dilakukan dengan sistematis mengenai 
fenomena sosial untuk dilakukan pencatatan. 
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b. Interview, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 
langsung oleh pewawancara kepada Informan, yaitu setiap Stake Holder 
seperti para SKPD-SKPD dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di 
Kabupaten Jeneponto. Kemudian dilakukan pencatatan dan rekaman.
28
 
4. Teknik Analisis Data 
 Secara garis besar data dapat digolongkan menjadi dua macam, data 
kualitatif dan data kuantitatif. Dengan demikian menganalisa data dapat dilakukan 
dengan dua teknik (metode) pula, yaitu metode (teknik) analisa kualitatif dan dua 
kuantitatif (statistik). 
 Analisa secara kualitatif maupun statistik memiliki kekuatan dan 
kelemahan masing-masing. Para ahli umumnya sependapat ke duanya mampu 
menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. 
 Analisa kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisa 
dengan logika,dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis itu.
29
  
Dalam menganalisis data yang tersedia, penulis menggunakan langkah-
langkah sebagai berikut: 
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1) Reduksi data, data yang diperoleh langsung dirinci secara sistematis setiap 
selesai mengumpulkan data lalu laporan-lapran tersebut direduksi, yaitu 
dengan memilih hal-hal yang sesuai dengan pokok penelitian. 
2) Display data, data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan 
tambahan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, diperlukan display data, yakni 
menyajikan data dalam bentuk matriks, network, chart atau grafik. Dengan 
demikian, penulis dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk 
data. 
3) Pengambilan kesimpulan dan verifikasi, adapun data yang didapat itu 
dijadikan acuan untuk mengambil dengan singkat, yaitu dengan cara 
mengumpulkan data baru.
30
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BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Karakteristik Wilayah 
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jeneponto, Kabupaten 
Jeneponto memiliki wilayah seluas 74.979 ha atau 749,79 km2 dan secara 
administrasi terbagi menjadi 11 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten 
Jeneponto tersebut hanya kurang lebih 1,20 persen dari luas wilayah 
administrasi Propinsi Sulawesi Selatan. Terkait luas wilayah Kabupaten 
Jeneponto, terdapat 4 sumber data yang berbeda. Data BPS Sulawesi Selatan 
(90.335 ha), Permendagri Nomor 6 tahun 2008 (70.652 ha), dan RTRW Kab. 
Jeneponto 2012-2013 yang berdasarkan foto citra satelit (79.953 ha) 
menampilan data yang berbeda. Namun berdasarkan Permendagri Nomor 54 
Tahun 2010 maka yang digunakan adalah luas wilayah yang dikeluarkan oleh 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto. Untuk menyeragamkan data luas 
wilayah tersebut maka kedepannya diperlukan koordinasi yang baik antara 
Pemerintah Kabupaten Jeneponto dengan pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan, Kementerian Dalam Negeri dan Bakorsurtanal.
31 
Berdasarkan wilayah administrasi Kabupaten Jeneponto berbatasan 
dengan sebelah Utara dengan Kabupaten Gowa dan Takalar, sebelah Selatan 
dengan Laut Flores, sebelah Barat dengan Kabupaten Takalar, dan sebelah 
Timur dengan Kabupaten Bantaeng. Wilayah bagian selatan yang 
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berbatasan dengan Laut Flores memiliki panjang garis pantai 114 km dan  
sebuah  pulau  yang  dikenal oleh masyarakat sebagai Pulau Li’bukang. 
Dengan panjang garis pantai  114 km maka kewenangan pengelolaan 
wilayah laut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 4 adalah 114 km x 4 mil laut ke arah laut 
lepas.
 32
 
Secara administratif Kabupaten Jeneponto terbagi atas 11  Kecamatan 
yang terdiri dari 31 kelurahan dan 82 desa. Kecamatan   Bangkala Barat 
merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jeneponto yakni 152,69 km2 
atau 20,40% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto, sedangkan kecamatan 
dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Arungkeke dengan luas 
29,91 km2 atau 3,97% dari luas wilayah Kabupaten Jeneponto. 
 
Tabel 
Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto 
No Kecamatan 
Luas Wilayah 
(km²) 
Persentase Terhadap Luas 
Kabupaten (%) 
1 Bangkala 121,82 16,25 
2 Bangkala Barat 152,96 20,40 
3 Tamalatea 57,58 7,68 
4 Bontoramba 88,30 11,78 
5 Binamu 69,49 9,27 
6 Turatea 53,76 7,17 
7 Batang 33,04 4,41 
8 Arungkeke 29,91 3,99 
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9 Tarowang 40,68 5,43 
10 Kelara 43,95 5,86 
11 Rumbia 58,30 7,78 
Total 749,79 100,00 
Sumber : BPS Kab. Jeneponto 2013
33
 
1. Letak dan Kondisi Geografis 
Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu dari 24 daerah 
kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis terletak antara 
5o16’13”–5o39’35” LS dan antara 12o40’19”–12o7’31” BT. Apabila dilihat 
bentang alamnya secara makro, wilayah Kabupaten Jeneponto terdiri dari 
daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang 
terletak pada bagian utara, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kabupaten 
Jeneponto terletak di ujung selatan bagian barat dari wilayah Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan ibukota Bontosunggu, berjarak sekitar 91 km dari 
Kota Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.
 
 
Gambar 
Peta  Wilayah  Kabupaten Jeneponto 
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2. Topografi 
Topografi di Kabupaten Jeneponto relatif bervariasi, mulai dari 
topografi datar (flat), berombak (undulating), bergelombang (rolling), 
berbukit (hilly) hingga bergunung (mountainous). Topografi datar-berombak 
(kemiringan lereng di bawah 15%) tersebar dengan luasan sekitar sekitar 
42.715 ha, atau sekitar 53,68% dari luas total Kabupaten Jeneponto. Areal 
dengan kemiringan lereng ini adalah merupakan areal persawahan, ladang, 
serta kebun campuran. Selebihnya, areal dengan kemiringan lereng lebih dari 
15 %, dimana sebagian besar diantaranya adalah merupakan lahan kering.
34
 
3. Morfologi 
Morfologi Kabupaten Jeneponto ditandai oleh bentuk permukaan 
yang bervariasi, yakni, bagian utaranya terdiri dari dataran tinggi  dan  
bukit-bukit  yang  membentang  dari  barat  ke  timur  dengan  ketinggian  
500  sampai dengan 1.400 meter diatas permukaan laut, di bagian tengah 
meliputi wilayah-wilayah dataran dengan ketinggian 100 sampai dengan 500 
meter diatas permukaan laut, dan bagian selatan meliputi wilayah-wilayah 
dataran rendah dengan ketinggian 0 sampai dengan 100 meter di atas 
permukan  laut. 
4. Klimatologi 
Iklim (pola distribusi dan jumlah curah hujan tahunan) Kab. 
Jeneponto tergolong kering dihampir semua kecamatan, selain Kec Rumbia, 
Kelara dan sebagian Kec. Bangkala, yang tergolong agak basah. Kondisi 
iklim seperti ini mengindikasikan bahwa produktifitas berbagai jenis 
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komoditas pertanian di Kabupaten Jeneponto akan menghadapi kendala 
kekurangan air yang ekstrim. Adapun Kondisi curah hujan wilayah ini yang 
diwakili oleh data dari 7 stasiun pencatat hujan yaitu, Allu, Balangloe, 
Jeneponto, Bisoloro, Loka, Malakaji dan Takalar, menunjukkan rata-rata 
curah hujan tahunan yang berkisar antara 1049–3973mm/tahun. Keadaan 
musim di Kabupaten Jeneponto pada umumnya sama dengan keadaan 
musim di daerah kabupaten lain yakni terdiri dari 2 (dua) musim yaitu hujan 
dan kemarau, musim hujan terjadi antara Bulan November sampai dengan 
Bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada Bulan Mei sampai 
dengan Bulan Oktober. 
Berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari stasiun  pencatat 
hujan, maka tipe iklim Kabupaten Jeneponto dapat diklasifikasikan menjadi 
2 (dua) tipe yaitu iklim D3 dan Z4 dengan bulan kering berkisar 5-6 bulan 
sedangkan bulan basah berkisar 1-3 bulan. Tipe yang ke 2 (dua) adalah C2 
yang memiliki bulan basah 5-6 bulan dan bulan lembab 2-4  bulan.
 35
 
5. Demografi 
Penduduk Kabupaten Jeneponto terus mengalami pertumbuhan tiap 
tahun. Selama periode 2008–2012 rata–rata pertumbuhan penduduk tercatat 
sebesar 1,02 persen. Secara keseluruhan, jumlah penduduk  yang berjenis 
kelamin perempuan lebih besar daripada jumlah penduduk laki–laki. Pada 
tahun 2012, penduduk Kabupaten Jeneponto sebesar 348.138 jiwa dengan 
komposisi laki–laki sebanyak 169.025 jiwa dan perempuan sebanyak 179.113 
jiwa. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Jeneponto Tahun 2008-2012 
 
No 
 
Tahun 
Jumlah penduduk  
Kepadatan 
 
Pertumbuhan 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 2008 160.526 171.808 332.334 443 0,48 
2 2009 161.414 172.761 334.175 446 0,55 
3 2010 166.384 176.316 342.700 457 2,49 
4 2011 168.059 178.090 346.149 462 1,00 
5 2012 169.025 179.113 348.138 464 0,57 
 Rata – Rata  454 1,02 
 
Sumber: BPS Jeneponto Tahun  2013 
Sementara itu pada tahun 2010 pertumbuhan penduduk Kabupaten 
Jeneponto merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 2,49 persen. Hal ini 
terjadi karena tahun 2010 merupakan tahun pelaksanaan sensus penduduk, 
sehingga jumlah penduduk yang tercatat merupakan jumlah penduduk riil 
sebagai hasil sensus penduduk.
36
  
Kepadatan penduduk Kabupaten Jeneponto periode 2008-2012 rata–
rata sebesar 454 jiwa/km2. Dengan distribusi penduduk yang menunjukkan 
belum merata di seluruh wilayah. Berdasarkan data tahun 2012, distribusi 
dan kepadatan penduduk masih terkonsentrasi di Kecamatan Binamu 
dengan kepadatan sebesar 766 jiwa/km2. Sedangkan di Kecamatan 
Bangkala Barat tingkat kepadatan   penduduk hanya mencapai 175 
jiwa/km2. Hasil Analisa distribusi dan kepadatan penduduk di Kabupaten 
Jeneponto disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 
Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Jeneponto  
Tahun 2012 
 
No 
 
Kecamatan 
 
Luas (km2) 
 
Penduduk 
(jiwa) 
 
Kepadatan 
(jiwa/km2) 
 
Anggota 
RT 
1 Bangkala 121,82 50.650 416 4 
2 Bangkala Barat 152,96 26.758 175 4 
3 Tamalatea 57,58 40.991 712 4 
4 Bontoramba 88,3 35.530 402 4 
5 Binamu 69,49 53.252 766 5 
6 Turatea 53,76 30.394 565 4 
7 Batang 33,04 19.496 590 5 
8 Arungkeke 29,91 18.522 619 4 
9 Tarowang 40,68 22.692 558 4 
10 Kelara 43,95 26.860 611 4 
11 Rumbia 58,3 22.993 394 4 
 Jeneponto 749,79 348.138 464 4 
Sumber : BPS Kab. Jeneponto, 2013 
Dengan asumsi ini, maka distribusi penduduk di wilayah Kabupaten 
Jeneponto bervariasi, hal ini disebabkan karena tidak semua kecamatan 
mempunyai jumlah penduduk dan luas yang sama. Dimana makin kecil  luas  
lahan kecamatan maka tingkat kepadatan penduduknya cenderung lebih 
tinggi, apalagi bila kecamatan bersangkutan mempunyai jumlah penduduk 
yang  besar.
 37
 
Sekaitan dengan agama yang dipeluk penduduk Kabupaten Jeneponto, 
mayoritas memeluk agama Islam, disusul oleh Protestan dan Katholik (lihat 
Tabel 2.5). Kecamatan Binamu merupakan kecamatan dengan jumlah 
penduduk selain Islam terbanyak. Dengan kondisi ini maka Kecamatan 
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Binamu memiliki potensi untuk terjadinya gesekan antar umat beragama. 
Perlindungan terhadap pemeluk agama lain sangat penting untuk memberikan 
jaminan bagi mereka  melaksanakan keyakinannya.
38
 
Tabel 
Penduduk menurut Kecamatan dan Agama Kabupaten  Jeneponto  Tahun 
2012 
 
No 
 
Kecamatan 
Tahun 
Islam Protestan Katholik Hindu Budha 
3 Tamalatea 40.754 6 4 - - 
4 Bontoramba 34.986 - - - - 
5 Binamu 51.791 71 9 2 - 
6 Turatea 29.179 - - - - 
7 Kelara 26.695 - - - - 
8 Rumbia 18.687 - - - - 
9 Arungkeke 18.954 - - - - 
10 Batang 19.501 - - - - 
11 Tarowang 22.492 - - - - 
Jumlah 323.336 94 13 2 0 
Sumber : BPS Kab. Jeneponto, 2013
39
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. KONSEP JENEPONTO “GAMMARA” MENURUT PARA STAKE 
HOLDER 
1. Awal Dikeluarkannya Tagline “GAMMARA” 
 Sejak pada malam pergantian Tahun 2014, Iksan Iskandar yang akrab di 
sapa di kalangan masyarakatnya Karaeng Ninra menghimbau bahwa tema 
perayaan pergantian tahun 2014 ke 2015, Kabupaten Jeneponto dengan semangat 
“GAMMARA” ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten 
Jeneponto  menjadi suatu “Gerakan bersama menuju Turatea ramah”. Olehnya itu 
dengan adanya GAMMARA diharapkan bisa menjawab ketinggalan, seperti 
Predikat Daerah Tertinggal (DT), Disclaimer, dan IPM rendah. 
 Berangkat dari kata “GAMMARA”, “GAMMARA sendiri singkatan dari 
Gerakan masyarakat menuju Turatea ramah, ini juga merupakan tagline yang 
dikeluarkan oleh pemerintah Jeneponto sebagai senjata andalan untuk menjawab 
persoalan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Jeneponto. 
 Gammara dalam bahasa  bermakna gagah, cantik, indah, bersih, bernilai 
seni dan ramah. Dengan GAMMARA, ini merupakan tagline berangkat dari 
keinginan pemerintah Jeneponto untuk mengubah Kabupaten Jeneponto menjadi 
daerah bersih, ramah, gagah atau cantik. Apalagi GAMMARA ini diarahkan 
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untuk mendapatkan piala Adipura 2016, sebab sampai saat ini jeneponto belum 
pernah merasakan penghargaan tertinggi di bidang kebersihan kota.   
 “GAMMARA” ini sebetulnya tagline yang patut untuk diapresiasi, karena 
dengan tagline “GAMMARA” ini sebuah pemerintah kabupaten Jeneponto dalam 
menata kembali Butta Turatea menjadi daerah bersih, hijau, ramah, 
menghilangkan imej yang selama ini melekat bahwa Jeneponto adalah daerah 
keras, daerah kering dan gersang, dan daerah yang sulit dibedakan antara kawasan 
kota dengan daerah kecamatan. 
Berbagai formulasi sudah dilakukan pemerintahan dalam menyongsong 
GAMMARA tersebut, mulai dari penataan kawasan perkotaan, membangun 
taman kota, penenanaman satu milyar pohon, dan agenda rutin yaitu jumat bersih 
yang menjadi agenda wajib setiap SKPD.
40
 
2. Sekilas Tentang Jeneponto “GAMMARA” 
 ketika pada awal tegline GAMMARA ini dikeluarkan memang menjurus 
ke arah lingkungan hidup guna untuk mencapai sebuah misi untuk menata, 
mengubah kabupaten Jeneponto yang ramah, dan mendapatkan piala Adipura, 
tetapi perkembangan selanjutnya GAMMARA ini tidak hanya menyangkut 
masalah lingkungan hidup, tetapi tagline ini meliputi atau mencakup semua aspek 
yang menyentuhkepada seluruh dimensi kehidupan masyarakat Jeneponto. Oleh 
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 Hasil wawancara dengan Kabag BAPPEDA Kab. Jeneponto H. Nur Alam Basir (03 
November 2015).  
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karena itu, tagline GAMMARA sendiri adalah singkatan, tetapi apabila kata 
GAMMARA ini ditransfer masuk ke dalam Bahasa Makassar, diartikan sebagai 
cantik untuk perempuan, gagah untuk laki-laki, makanya dengan tagline yang 
dikeluarkan oleh pemerintah jeneponto ini, diharapkan bagaimana dengan adanya 
tagline GAMMARA ini kedepannya membawa Kabupaten Jeneponto menjadi 
kabupaten cantik, gagah, bersih, tertata, dan ramah. 
Kemudian, tagline GAMMARA ini juga memiliki tujuan untuk menepis 
dan menghilangkan anggapan selama ini bahwa orang Jeneponto orang kasar, 
orang keras. Sifat ini disebabkan pula karena kondisi alam, tetapi dibalik semua 
anggapan itu adalah anggapan orang semata. Makanya dengan tujuan tagline ini, 
dapat  menepis dan menghilangkan anggapan orang, sehingga dengan itu 
masyarakat Jeneponto itu tidak kasar, masyarakat Jeneponto itu masyarakatnya 
ramah, orang-orang yang gagah, orang-orang cantik, sehingga inilah yang 
dijadikan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagai pondasi untuk mengarah 
ke Jeneponto yang lebih baik ke depannya. Sehingga dengan adanya tagline 
GAMMARA ini, mengajak dan mengajar semua masyarakat Jeneponto untuk 
bertingkah laku harus ramah, berbicara yang ramah, berfikir ramah, bersikap 
ramah, dan semua dimensi kehidupan harus semuanya bergerak dari tagline 
GAMMARA itu sendiri. 
Bukan hanya itu, tagline GAMMARA sendiri itu bukan hanya tagline atau 
slogan saja, dengan GAMMARA ini tidak hanya diperuntuhkan ke masyarakat 
saja, tetapi memberikan motivasi kepada seluruh Pemerintah Kabupaten 
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Jeneponto beserta jajarannya untuk menata kembali Kabupaten Jeneponto menuju 
kota ramah, hijau, bersih, aman, dan lebih baik lagi.
41
 
B. BENTUK DUKUNGAN PARA STAKE HOLDER DALAM 
MENGAWAL JENEPONTO “GAMMARA” 
1. Bentuk Dukungan Pemerintah 
a. Merumuskan Program-Program Yang Mendukung Jeneponto 
“GAMMARA” 
 Indikasi rencana program prioritas tahun 2014-2018 sebagaimana yang 
telah dirumuskan pada Bab VII terdiri dari program prioritas sesuai dengan 
amanat Pereturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kab/Kota, serta disesuaikan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya setiap program prioritas mempunyai 
target indikator kinerja pertahun yang disertai kebutuhan pendanaannya dan dalam 
pelaksanaannya harus memperhatikan dan memitigasi dampak negatif terhadap 
pembangunan berkelanjutan yang akan ditimbulkan. Rencana program prioritas 
dan program lainnya yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 
Jeneponto dalam periode Tahun 2014-2018, selain bersumber dari APBD 
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 Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab Jeneponto 
Muhammad Asrul, SH, MH (03 November 2015). 
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Kabupaten, juga bersumber dari APBD Provinsi dan Pusat, Dana Pinjaman 
maupun swasta.
 42
 
Untuk itu pula, Adapun program yang dibuat oleh pemerintah daerah 
dalam bentuk Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jeneponto 2014-2018 
sebagaimana guna mendukung, dan mewujudkan tagline GAMMARA itu sendiri, 
seperti: Program Pertama, Membangun tata Kelola pemerintahan yang baik 
berdasarkan prinsip-prinsip good governance, diantanya mencakup: 1). 
Menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih, 2). Menguatkan 
kapasitas dan peran pemerintah kecamatan, kelurahan dan Desa. 
Program Kedua, Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan 
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, diantaranya mencakup: 1). 
Meningkatakan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
 
2). 
Meningkatkan kualitas spiritual dan integritas aparatur dan masyarakat 
dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan. 
Program Ketiga, Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang 
efektif, efesien, produktif, transparan, dan akuntabel, diantaranya 
mencakup: 1). Menciptakan keuangan daerah yang stabil dan sehat 
untuk mendukung pendanaan pembangunan. 
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 BAPPEDA Kab. Jeneponto, Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten 
Jeneponto 2014-2018, hal 61 
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Program Keempat, Meningkatkan pembangunan infrastruktur 
dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan, diantaranya mencakup: 1). 
Meningkatkan kualitas dan pemerataan ketersediaan infrastruktur 
dasar, pelayanan umum, perekonomian dan social budaya, 2). 
Mengoptimalkan penataan ruang yang berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan.
 43
 
 Selain dalam berntuk Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten 
Jeneponto 2014-2018, adapun program-program yang dibuat oleh Dinas Tata 
Ruang dan Kebersihan dalam bentuk RENSTRA dan RENJA 2015 Dinas Tata Ruang 
dan Kebersihan Kabupaten Jeneponto untuk mewujudkan dan mendukung program 
“Jeneponto GAMMARA”. Diantaranya: Program Pertama, Program 
Pengembangan Perumahan, diantaranya mencakup: 1). Pembangunan 
sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, 2). Rencana pembangunan 
kawasan permukiman prioritas.
44
 
Program Kedua, Program Lingkungan Sehat Perumahan, 
diantaranya mencakup: 1). Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi 
dasar terutama bagi masyarakat miskin, 2). Penyuluhan dan 
pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan. 
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 BAPPEDA Kab. Jeneponto, Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten 
Jeneponto 2014-2018, hal 62 
44  Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jeneponto, Data RENSTRA dan RENJA 
2015, hal 84 
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Program Ketiga, Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana 
Alam/Sosial, diantaranya mencakup: 1). Fasilitasi dan stimulasi rumah 
akibat bencana alam, 2). Fasilitasi dan stimulasi rumah akibat bencana  
sosial. 
Program Keempat, Program Peningkatan Kesiagaan dan 
Pencegahan Bahaya Kebakaran, diantanya mencakup: 1). Pengadaan 
sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, 2). Pemeliharaan 
sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, 3). Peningkatan 
pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran. 
Program Kelima, Program Perencanaan Tata  Ruang, diantaranya 
mencakup: 1). Penyusunan Program tentang penyusunan tata  ruang, 2). 
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan 
tata ruang.
 45
 
Program Kelima, Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 
Persampahan, diantara mencakup: 1). Penyediaan prasarana dan sarana 
pengelolaan persampahan, 2). Peningkatan operasi dan pemeliharaan 
prasarana dan sarana persampahan, 3). Penyediaan operasional 
pengelolaan persampahan, 4). Operasional Dump Truck, 4). Sosialisasi 
kebersihan/persampahan, 5). Pemeliharaan jalan menuju TPA, 6). 
Pengerukan sampah. 
                                                             
45
 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jeneponto, Data RENSTRA dan RENJA 
2015, hal 85-86  
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Program Keenam, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, 
diantaranya mencakup: 1). Penataan Ruang Terbuka Hijau, 2). 
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, 3). Pengembangan taman rekreasi, 
4). Pembangunan taman kota 
46
 
 Dalam bidang pertanian, Kepala Dinas Pertanian mengatakan bahwa ada 
beberapa program dan kegiatan yang dibuat oleh dinas pertanian untuk 
mewujudkan dan mendukung tagline GAMMARA, antara lain: 
1. Program Peningkatan Produksi Pertania / Perkebunan 
2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 
3. Program Pengembangan Otonomi Daerah Bidang Pertanian 
4. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian47 
Tujuan dari disusunnya berbagai perencanaan sebenarnya tidak lepas dari 
bentuk sumbangsi serta partisipasi untuk turut mensukseskan cita pemerintahan 
bertujuan menjadikan daerah jeneponto lebih baik dari pemerintahan yang 
sebelumnya. 
Keberhasilan dan tingkat kesejahteraan di suatu daerah tertentu tidak 
terlepas dari kerja sama instansi-instansi pemerintahan yang saling bersinergi 
                                                             
46
 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Jeneponto, Data RENSTRA dan RENJA 
2015, hal 89 
47 Dinas Pertaian Kab. Jeneponto, Data Program dan Kegiatan Dinas Pertanian 
Kabupaten Jeneponto 2013-201. 
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membangun satu kesatuan yang harmoni untuk mencapai tujuan bersama. Yang 
menjadi landasan dalam penilaian maju atau tidaknya suatu daerah bukan dinilai 
dari satu aspek saja, misalnya hanya dalam bidang tata ruang atau hanya dalam 
bidang pendidikan, namun dinilai dari berbagai aspek sehingga dapat menyentuh 
bagian-bagian terkecil dari anggota masyarakat yang terkadang luput dari 
perhatian. 
Bagaimana kemudian pemerintah bisa berlaku adil dalam melaksanakan 
suatu program yang tidak hanya menguntungkan beberapa profesi di dalam 
masyarakat. Kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat memang bisa dilihat 
dengan jelas jika semuanya masih membutuhkan bantuan dari pemerintah, 
problema yang terjadi di dalam masyarakat pasti akan di tujukan kepada 
pemerintah, bahkan sebenarnya jika hal itu terkadang bukan bagian dari urusan 
pemerintahan. 
b. Melaksanakan dan Mewujudkan Jeneponto “GAMMARA” 
Ketika dilihat usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam 
mensosialisasikan Program tersebut maka kita bisa menyimpulkan sebenarnya 
pemerintah sudah sangat gencar mensosialisasikan tagline tersebut langsung ke 
dalam masyarakat, adapun cara-cara untuk mensosialisasikannya dengan cara 
langsung, sosialisasi ke sekolah-sekolah, atau memasang pamphlet dan baliho, 
mengadakan kegiatan sosial dengan tema yang bertujuan memperkenalkan 
Program tersebut. 
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Kemudian, Pemerintah Kabupaten Jeneponto juga melibatkan pula 
sebagian para SKPD Kabupaten Jeneponto guna melaksanakan kegiatan untuk 
mewujudkan Jeneponto GAMMARA. 
Dalam bidang Tata Ruang dan Kebersihan, Kepala Dinas Tata Ruang dan 
Kebersihan mengatakan bahwa ada beberapa program yang dibuat oleh Dinas 
Tata ruang dan Kebersihan sendiri untuk mewujudkan Jeneponto GAMMARA, 
sebagaimana tagline ini di fokuskan dan dikhususkan untuk penataan kota dan 
kebersihan. 
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Dinas Tata Ruang dan 
Kebersihan Kabupaten Jeneponto, Bapak Natsir Joha mengatakan bahwa: 
“Tagline GAMMARA sendiri, proses teralisasi serta aplikasinya pasti 
membutuhkan keseriusan dari instansi-instansi yang saling bekerja sama 
dalam pemenuhan tujuan bersama, adapun dari bidang tata ruang dan 
kebersihan juga ikut andil peran dalam mensukseskan tagline gammara 
yang tujuannya salah satunya adalah penataan kota untuk misi membawa 
kabupaten jeneponto pada tahap yang lebih baik. Bisa dilihat kenyataan 
yang terjadi bahwasanya tingkat kesuksesan kepemimpinan suatu kepala 
daerah dapat dilihat dari penataan kota dan infrastruktur yang ada 
didalamnya, adapun usaha-usaha yang dilakukan dinas tata ruang dan 
kebersihan sebagaimana dikemukakan oleh kepala dinas instansi tersebut 
adalah membuat program-program yang bergerak dalam bidang penataan 
kota serta kebersihan kota tersebut.” 48 
                                                             
48
 Hasil Wawancara dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Jeneponto  Nasir 
Joha (04 November 2015). 
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Kemudian dari bidang lain, seperti bidang pendidikan. Dari hasil 
wawancara yang diperoleh dari Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Muhammad 
Masri mengatakan bahwa:  
“Tagline GAMMARA yang didefenisikan oleh dinas pendidikan ialah 
seruan Bupati Jeneponto, dimana tagline ini menjurus ke sekolah-
sekolah. Maksudnya bahwa bagaimana sekolah itu menjadi ramah anak, 
dan sekolah itu menjadi menyenangkan. Dan program-program dan 
kegiatan yang dibuat harus melalui sekolah-sekolah, seperti halnya 
sekolah itu menjadi ramah diantaranya tidak ada lagi namanya OSPEK, 
Bullying dan sebagainya. Selain itu, sekolah menjadi menyenangkan 
seperti Tamannya dibenahi.” 49 
Dalam bidang pendidikan. Pemerintah Kabupaten Jeneponto juga 
menekankan bahwa tagline GAMMARA harus terwujud di ranah pendidikan. 
Untuk itu, program yang mewujudkan tagline GAMMARA ini melibatkan setiap 
sekolah-sekolah, untuk itu tagline ini diarahkan ke sekolah-sekolah untuk 
mengembangkan pula yang disebut wawasan riatamandala, yaitu, mengenai 
kebersihan, keindahan keamanan, dan kenyamanan. Persoalan dananya yang 
dialokasikan ialah 10% dari total dana gratis 60% dari pihak-pihak sekolah yang 
menerima.  
Kemudian Pemerintah juga berharap dengan adanya tagline ini, dapat 
mewujudkan Jeneponto GAMMARA dalam bidang kesehatan.  
                                                             
49 Hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Dinas Pendidikan Bapak Muhammad 
Masri (04 November 2015) 
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Dari Hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Dinas kesehatan 
Jeneponto Bapak Syarifuddin Nurdin, S.Kes, M.Kes, mengatakan bahwa:  
“Kegiatan yang dilakukan oleh dinas kesehatan beserta para yang terkait 
meliputi bidang kesehatan agar meningkatkan lagi pelayanan kesehatan 
yang lebih baik lagi daripada sebelumnya, seperti pelayanan yang ramah 
kepada masyarakat, dan pelayanan kesehetan mudah ke masyarakat itu 
semua demi mewujudkan GAMMARA. Tidak hanya itu dikegiatan lain 
bahwa di penghujung tahun 2014, Kabupaten Jeneponto juga sudah 
keluar dijadikan sebagai Kabupaten Sehat. Ini dilakukan pula hanya 
semata untuk mewujudka Jeneponto GAMMARA untuk meraih piala 
Adipura.
50
 
Di bidang pariwisata, dari hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala 
Dinas Pariwasata dan Kebudayaan Bapak Muhammad Hasrul S.H, M.H, juga 
mengatakan bahwa  
“Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Jeneponto untuk mewujudkan GAMMARA adalah 
mengadakan program sapapesona. Yang dimaksud oleh program ini 
adalah program yang santun, berkesan, ramah, sopan, aman, dan 
pesona.”51 
Untuk itu dengan adanya kegiatan ini besar harapannya lebih 
mempertajam lagi, maka seseorang atau masyarakat akan datang dan tertarik 
                                                             
50 Hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Dinas Kesehatan Bapak Syarifuddin 
Nurdin, S.Kes., M.Kes (04 November 2015) 
51 Hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bapak 
Muhammad Asrul, SH, MH (03 November 2015). 
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disuatu objek wisata. Jika objek itu bersih, jika objek wisata itu aman, dan jika 
objek wisata itu mampu melindungi kepentingan-kepentingan pribadi seseorang, 
Tanpa adanya semua itu tidak akan mungkin orang-orang datang, untuk itu Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan itu sendiri menghibau kepada seluruh pihak wisata 
baik objek-objek wisata seperti wisata pantai, wisata, pegunungan, wisata 
perkebunan agar sekiranya yang perlu dijaga adalah kebersihan dan ramah 
lingkungan dari objek wisata itu sendiri untuk mewujudkan Jeneponto 
GAMMARA. 
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jeneponto menekankan, dengan adanya 
tagline Jeneponto GAMMARA, akan membawa keluar Kabupaten Jeneponto dari 
gelar Daerah Tertinggal, tapi akan menjadi pilot pembangunan di Sulawesi 
Selatan bila menjadi Kabupaten Sumber cahaya Sulawesi Selatan di dalamnya ada 
kota Makassar. Kedepannya akan dibangun PLN Bosowa dua, juga perusahaan 
Amerika akan membangun perusahaan listrik tenaga Bayu atau angin, dan Listrik 
Tenaga Matahari, bila semua ini terlaksana, tentunya akan menyerap tenaga kerja 
yang banyak sehingga tidak ada lagi pengangguran, sehingga Kabupaten 
Jeneponto keluar dari gelar Daerah Tertinggal.
 
 
c. Mengawasi Program Jeneponto “GAMMARA” 
Berbicara tentang legislatif, kita juga berbicara mengenai berbagai 
macam opini dari sudut pandang yang berbeda, setiap wakil rakyat memiliki 
persepsi yang berbeda dalam menanggapi suatu Program, sebenarnya hal tersebut 
tidak menjadi masalah karena konsep negara kita yang memang pada dasarnya 
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menggunakan musyawarah sebagai jalan keluar untuk setiap masalah, perbedaan 
tersebutlah yang membuat mufakat dari suatu musyawarah sifatnya kritis karena 
banyaknya referensi sumbangan pemikiran yang maju, memikirkan kemungkinan 
terburuk serta kemudharatan dari suatu Program yang bisa saja terjadi. 
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Ketua DPRD Bapak 
Muhammad Kasmin, SE, mengatakan bahwa: 
“Ketika kita melihat mengenai Program yang dikeluarkan oleh 
pemerintah, pasti akan ada banyak argument-argumen dari para legislatif 
sebagai tanggapan dari Program tersebut, namun ketika suatu Program 
memihak kepada rakyat serta menguntungkan rakyat, legislatif tidak akan 
menolak suatu program yang dicetuskan oleh pemerintah, selagi hal 
tersebut bersifat positif serta memiliki nilai manfaat di dalam masyarakat, 
legislatif  bahkan mendukung Program tersebut.” 52 
Legislatif juga menanggapi bahwa jika kita ingin Program tersebut bisa 
berjalan dengan baik maka Program tersebut juga harus didukung dengan 
perencanaan yang matang pula. Ketika kita menyinggung mengenai Program 
pemerintah serta perencanaan pasti tidak akan jauh dengan jumlah anggaran yang 
tersedia yang digunakan sebagai penyokong dan penentu agar Program tersebut 
bisa benar-benar hadir di dalam masyarakat sesuai dengan niat awal dibuatnya 
Program tersebut. 
                                                             
52 Hasil wawancara dengan Ketua DPRD Bapak Muhammad Kasmin, SE dari Fraksi 
Partai Golkar (26 November 2015) 
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Perencanaan serta anggaran merupakan dua hal yang sangat erat 
kaitannya, dua hal inilah yang sebnenarnya menjadi beberapa faktor penting 
menentukan apakah Program tersebut bisa direalisasikan sesuai dengan itikad baik 
serta cita yang di impikan atau menyimpang dari tujuan baik dibuatnya program 
pemerintah ini. 
Program pemerintah sebenarnya bukan hal yang baru dan asing lagi, 
karena pada dasarnya program tersebut secara tersirat telah diperkenalkan dalam 
visi misi kepala daerah pada saat proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan, 
tagline serta slogan dibuat sebenarnya merupakan bentuk yang sama dengan 
tujuan merealisasikan visi misi namun dibuat mudah untuk diingat, dekat serta 
melekat didalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki tempat dan 
posisi yang penting untuk suksesnya Program tersebut. 
Program yang dibuat oleh kepala daerah pastilah didukung dengan 
peraturan daerah, Program serta tagline tersebut yang memperkenalkan dan 
mendekatkan perda di dalam masyarakat, layaknya peraturan yang dikemas 
menarik, unik dan akrab sehingga peraturan tersebut mudah disesuaikan didalam 
masyarakat. Yang perlu kita ketahui sebenarnya Program yang dibuat oleh 
pemerintah tidak boleh bersebrangan atau berlawanan dengan peraturan 
daerah,jadi antara Program dan peraturan daerah memiliki sisi yang saling 
menguntungkan dan saling mendukung satu sama lainnya. 
Kemudian dari hasil wawancara yang diperoleh dari Anggota DPRD 
Bapak Drs. H. Mappatuntu, SH, MH mengatakan bahwa: 
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“Legislatif dalam hal ini tidak hanya memberikan statement mendukung 
Program tersebut atau bahkan menolak, namun juga melihat realisasinya 
di dalam masyarakat, apakah sebenarnya Program tersebut sudah benar-
benar telah berjalan dengan baik didalam masyarakat, bagaimana 
masyarakat bisa menerima Program tersebut dan kemudian ikut andil 
dalam mensukseskan jalannya Program pemerintah itu.” 53 
Dari hasil wawancara yang diperoleh dari Anggota DRPD Ibu Sophia 
Sofyan, SE, mengatakan bahwa: 
“Eksekutif dalam hal ini kepala daerah tidak serta merta membuat suatu 
keputusan untuk membuat Program tanpa persetujuan dari legislatif 
(DPRD), namun ketika kita kembali ke konsep awal mengenai fungsi 
dari wakil rakyat itu sendiri, yaitu mewakili suara rakyat, 
mengaspirasikan keinginan dan mengutarakan kebutuhan dari rakyat itu 
sendiri, jadi ketika Program tersebut bertujuan untuk kepentingan daerah 
serta masyarakatnya maka legislatif tidak memiliki alasan untuk tidak 
menyetujui program pemerintah tersebut.” 54 
Masalah terealisasikannya Program pemerintah ini di dalam masyarakat 
sebenarnya bukan sesuatu yang mudah untuk diukur ataupun ditetapkan, apakah 
Program ini benar-benar terealisasikan atau tidak, karena ketika kita berbicara 
mengenai keberhasilan serta kesuksesan maka setiap orang memiliki kriteria serta 
syarat tertentu untuk menilai berjalan baik atau tidaknya suatu Program.  
                                                             
53
 Hasil wawancara dengan Anggota DPRD Bapak Drs. H. Mappatunru, SH, MH, dari 
Fraksi  PKB  (27 November 2015) 
54 Hasil wawancara oleh Anggota DPRD Ibu Sophia Sofyan, SE, dari Fraksi PBB (27 
November 2015). 
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2. Bentuk Dukungan Pasar atau Civil Society 
a. Keikutsertaan Dalam Mewujudkan Jeneponto “GAMMARA” 
Pemerintah Kabupaten Jeneponto menekankan, dengan adanya tagline 
Jeneponto “GAMMARA”, akan membawa keluar Kabupaten Jeneponto dari gelar 
Daerah Tertinggal, tapi akan menjadi pilot pembangunan di Sulawesi Selatan bila 
menjadi Kabupaten Sumber cahaya Sulawesi Selatan di dalamnya ada kota 
Makassar. Untuk itu, Pemerintah mengajak perusahaan-perusahaan untuk 
membangun pembangunan di Kabupaten Jeneponto. Diantara lain, akan dibangun 
PLN Bosowa dua, juga perusahaan Amerika akan membangun perusahaan listrik 
tenaga Bayu atau angin, dan Listrik Tenaga Matahari, bila semua ini terlaksana, 
tentunya akan menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga tidak ada lagi 
pengangguran, sehingga Kabupaten Jeneponto keluar dari gelar Daerah 
Tertinggal. 
Selain itu, dengan adanya Jeneponto “GAMMARA” ini besar 
harapannya lebih mempertajam lagi di bidang Pariwisata, maka seseorang atau 
masyarakat akan datang dan tertarik disuatu objek wisata. Jika objek itu bersih, 
jika objek wisata itu aman, dan jika objek wisata itu mampu melindungi 
kepentingan-kepentingan pribadi seseorang, Tanpa adanya semua itu tidak akan 
mungkin orang-orang datang, untuk itu Pemerintah sendiri menghibau kepada 
seluruh pihak wisata baik objek-objek wisata seperti wisata pantai, wisata 
pegunungan, wisata perkebunan agar sekiranya yang perlu dijaga adalah 
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kebersihan dan ramah lingkungan dari objek wisata itu sendiri untuk mewujudkan 
Jeneponto GAMMARA.
55
 
b. Totalitas mendukung Jeneponto “GAMMARA” 
Tagline Jeneponto GAMMARA sangat menjanjikan bagi para 
perusahaan, tagline ini juga penting dalam bidang perekonomian, apalagi 
Pemerintah Daerah saat ini melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jeneponto. 
Untuk itu, program ini memberikan keuntungan bagi para pelaku perusahaan 
karena banyaknya persediaan permintaan-permintaan pembangunan di Kabupaten 
Jeneponto.
56
 
Pemerintah memberikan segala kemampuan dalam mendukung dan 
menjalankan program GAMMARA ini, tetapi pada dasarnya keberhasilan dari 
usaha hanya dinilai dari orang lain, sehingga sebenarnya walaupun seberapa keras 
pemerintah dalam menjalankan dan mengusahakan agar program ini bisa berjalan 
dengan baik maka tetap kembali kepada masyarakat, bagaimana masyarakat 
menyikapi dan menghargai apa yang telah dilakukan oleh pemerintah. 
Selain pemerintah, peran masyarakat tidak dapat dan tidak diboleh 
dilepaskan dari tujuan yang pemerintah ingin capai, walaupun demikian 
masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah, apakah 
masyarakat senantiasa untuk ikut dalam memberikan partisipasinya, tapi pada 
dasarnya warga masyarakat akan selalu mendukung kebijakan dari pemerintah 
                                                             
55 Hasil Wawancara yang diperoleh dari Thahal Fasni, (12 Maret 2016). 
56 Hasil wawancara yang diperoleh dari H. Hamsah Dahlan (12 Maret 2016)  
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jika hal tersebut memberikan dampak positif dan kebijakan tersebut memihak 
serta memberikan keuntungan kepada masyarakat. 
Masyarakat warga jeneponto juga telah menyadari jika seharusnya 
pemimpin yang memimpin kabupaten jeneponto harusnya membawa jeneponto 
dalam perkembangan yang maju, berkaca kepada pemerintahan periode 
sebelumnya beberapa tahun dilewatkan warga masyarakat jeneponto dengan 
keluhan dan kritikan, warga jeneponto kemudian tersadar akan butuhnya 
jeneponto terhadap pemimpin yang dapat mengubah segala kritikan dan keluhan 
tersebut menjadi suatu rencana untuk memberikan keinginan dan harapan warga 
jeneponto berdasarkan dengan hal tersebut. 
3. Bentuk Dukungan Masyarakat 
a. Keikutsertaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Jeneponto 
“GAMMARA” 
Tidak hanya dipihak pemerintah saja, tetapi Jeneponto GAMMARA 
melibatkan masyarakat untuk mewujudkan tercapainya tagline ini. Tagline 
GAMMARA bukan hanya merupakan tugas dari beberapa instansi tertentu saja, 
bukan pula hanya bentuk egoisme pemerintah dalam memberikan akses dan 
fasilitas yang baik untuk profesi terkhusus, tapi tagline ini diupayakan 
memberikan berbagai program yang telah dipikirkan secara kritis dan visioner 
yang sesuai dari bermacam-macam status dan pekerjaan di dalam masyarakat 
sehingga pemerintah memberikan semaksimalkan mungkin untuk berlaku adil 
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untuk tiap-tiap masyarakat, agar tidak memunculkan opini tentang diskriminasi 
kalangan masyarakat tertentu. 
Jeneponto GAMMARA sebenarnya tagline yang dekat dan melekat di 
dalam masyarakat, selain mudah diingat kata GAMMARA sendiri sangat genjar 
disosialisasikan oleh pemerintah dengan berbagai cara, metode yang digunakan 
dibuat menarik perhatian dari masyarakat sehingga hal ini diharapkan tagline dari 
GAMMARA yang dibuat oleh pemerintah bisa memupuk rasa kepedulian dari 
masyarakat, sehingga timbullah kesadaran dari diri masyarakat untuk membantu 
dalam menjadikan daerah tempat tinggalnya menjadi daerah yang bisa maju dan 
bisa lebih sejahtera.
 57 
Terealisasinya Program pemerintah ini tidak lepas dari kerjasama 
instansi-instansi daerah serta masyarakat, adapun faktor penting yang 
mempengaruhi aktifnya suatu peraturan di dalam masyarakat adalah pemerintah 
dan masyarakat itu sendiri, tanggung jawab serta kesadaran akan membantu 
proses perealisasian Program pemerintah yang baru saja dibuat sehingga butuh 
waktu untuk menanamkan kesadaran, mengenalkan dan membuat peraturan 
tersebut bisa diterima dengan baik dalam masyarakat. 
b. Menerapkan Konsep Jeneponto “GAMMARA” Di Kabupaten Jeneponto 
Tagline Jeneponto GAMMARA dibuat dengan tujuan yang baik, dibalik 
kata filosofis serta maknanya pun menunjukkan karakter yang baik, kepanjangan 
dari singkatan menunjukkan harapan yang ingin diwujudkan, jadi selagi tagline 
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 Hasil wawancara yang diperoleh dari H. Mukhtar Muluk Tawang (12 Maret 2016)  
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GAMMARA berupaya membuat masyarakat jeneponto terlihat beradab dengan 
berbagai aspek norma dan adat di dalamnya, mencitrakan dengan hal yang baik 
tidak ada alasan untuk menolak hal tersebut. 
Dengan Jeneponto GAMMARA ini besar harapannya bisa mewujudkan 
masyarakat yang ramah dan menghilangkan karakter masyarakat Jeneponto yang 
kasar, sebagaimana dengan GAMMARA itu sendiri yaitu, baik, ramah dan sopan. 
Dan dengan adanya tagline ini, juga menumbuhkan nilai akhlak mulia bagi 
masyarakat Jeneponto, sikap saling menghargai dan sikap saling gotong royong 
satu sama lain.
58
  
Jeneponto di hari ini bisa dikatakan telah mengalami transformasi yang 
cukup signifikan, sudah terlihat jelas beberapa hal yang belum ada sebelumnya 
dalam periode pemerintahan yang lalu, perubahan positif bisa disaksikan 
diberbagai sudut-sudut kota jeneponto, hal ini menjadi point penting dan 
memberikan nilai lebih jika dibandingkan dari pemerintahan yang lalu, setidaknya 
sampai pada saat ini pemerintah masih bekerja dengan keras untuk mewujudkan 
visi yang dibangun serta melakukan berbagai upaya untuk menjaga kepercayaan 
dari masyarakat dengan melakukan berbagai perubahan yang membawa jeneponto 
ke arah yang identik dengan berkeadaban. 
Masyarakat bisa menilai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, 
masyarakat juga sudah bisa membedakan dan membandingkan jeneponto 
sekarang dan jeneponto dalam periode yang lalu, sebenarnya sudah terlihat jelas 
                                                             
58 Hasil Wawancara yang diperoleh dari Ust. Muhammad Alwi Tappo (12 Marer 2016)  
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pemerintahan jeneponto telah melakukan upaya kerja keras, mencurahkan segala 
kekuatan serta kemampuannya, tapi dalam hal ini kemudian kita kembalikan lagi 
terkadang kita bisa saja berencana tapi kita tidak boleh lupa jika ada yang lebih 
berhak dalam berkehendak dan menentukan. 
C. IMPLEMENTASI PROGRAM JENEPONTO “GAMMARA” 
GAMMARA sendiri memiliki sebuah misi yaitu membawa dan mengajak 
masyarakat turut ikut andil dalam merubah Jeneponto menjadi kota Ramah. Untuk 
itu, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menegaskan bahwa gerakan bersama yang 
harus diciptakan sesuai tagline yang masyarakat inginkan yaitu “GAMMARA” 
(Gerakan bersama menuju Turatea ramah). Dengan demikian dengan adanya 
tagline GAMMARA ini, harapan Pemerintah Daerah tidak hanya mengubah 
Jeneponto menjadi kota bersih, tetapi juga mengubah karakteristik orang-orang 
Jeneponto Jeneponto menjadi ramah, sebagaimana masyarakat Jeneponto dikenal 
orang-orangnya berwatak keras. 
Tagline GAMMARA diharapkan memberikan perubahan yang signifikan 
untuk wajah kabupaten Jeneponto ke depannya, tapi sebenarnya jika dibandingkan 
dengan jeneponto sebelumnya memang dapat dilihat perubahan-perubahan itu, 
baik secara langsung dan dapat dinilai oleh masyarakat maupun dari perbedaan 
dari sistem yang dijalankan oleh pemerintah jeneponto saat ini. 
Diharapkan dengan adanya tagline GAMMARA satu per satu list dari hal 
yang ingin dicapai dapat terealisasikan, sedikit demi sedikit kemudian pemerintah 
telah mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan berbagai cara dan 
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memberikan bukti yang nyata yang dapat dilihat dan dinilai langsung oleh 
masyarakat. 
Tagline GAMMARA juga memberikan kesempatan kepada masyarakat 
untuk menunjukkan partisipasinya dan keikut sertaannya dalam melancarkan 
program ini, karena pada dasarnya GAMMARA sendiri merupakan program yang 
bisa berjalan karena adanya sinergi dan kerja sama baik dari instansi pemerintah 
maupun dari masyarakat itu sendiri. 
Tagline GAMMARA sangat diharapkan membawa pengaruh positif untuk 
masyarakat Jeneponto. perkembangan yang bisa dikatakan terlampau lambat, 
permasalahan penataan kota, pendidikan yang belum merata, serta permasalahan 
kompleks lainnya dapat diatasi dengan berbagai strategi dan kebijakan yang di 
ambil oleh pemerintah salah satunya dengan program GAMMARA ini. 
Selain itu, dikeluarkannya tagline GAMMARA memang menjurus ke arah 
lingkungan hidup guna untuk mencapai sebuah misi untuk mengubah kabupaten 
Jeneponto yang ramah, dan mendapatkan piala Adipura, tetapi perkembangan 
selanjutnya GAMMARA ini tidak hanya menyangkut masalah lingkungan hidup, 
tetapi tagline ini meliputi atau mencakup semua aspek yang menyentuh kepada 
seluruh dimensi kehidupan masyarakat Jeneponto. Untuk itu, banyak program-
program dan strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung dalam 
menyukseskan tagline GAMMARA ini.  
Jika dilihat setiap program yang dibuat seperti memberikan angin sejuk, 
harapan serta janji yang akan diberikan kepada masyarakat, mudah jika membuat 
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suatu perencanaan untuk mencapai kemajuan, angan untuk mewujudkan 
kesejahteraan tapi hal yang paling berat adalah merealiasisasikan satu persatu 
program yang telah dibuat tersebut, karena pada dasarnya untuk mewujudkan 
tujuan dari disusunnya berbagai program tersebut bukan hanya merupakan tugas 
dari pemerintah tapi merupakan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri. 
Apakah bisa menjalin kerja sama yang baik dengan cara menjalankan atau 
membantu dalam program tersebut sehingga apa yang menjadi alasan dibuatnya 
suatu program tersebut bisa dicapai sesuai dengan perencanaan awal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
 
BAB IV 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
 Gammara dalam bahasa bermakna gagah, cantik, indah, bersih, bernilai 
seni dan ramah. Dengan GAMMARA, ini merupakan tagline berangkat dari 
keinginan pemerintah Jeneponto untuk mengubah Kabupaten Jeneponto menjadi 
daerah bersih, ramah, gagah atau cantik. Apalagi GAMMARA ini diarahkan 
untuk mendapatkan piala Adipura 2016, sebab sampai saat ini Jeneponto belum 
pernah merasakan penghargaan tertinggi di bidang kebersihan kota. 
dikeluarkannya tagline GAMMARA memang menjurus ke arah 
lingkungan hidup guna untuk mencapai sebuah misi untuk mengubah kabupaten 
Jeneponto yang ramah, dan mendapatkan piala Adipura, tetapi perkembangan 
selanjutnya GAMMARA ini tidak hanya menyangkut masalah lingkungan hidup, 
tetapi tagline ini meliputi atau mencakup semua aspek yang menyentuh kepada 
seluruh dimensi kehidupan masyarakat Jeneponto. Untuk itu, banyak program-
program dan strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung dalam 
menyukseskan tagline GAMMARA ini. 
Oleh karena itu, Program ini bukan hanya fokus di bidang penataan dan 
kebersihan kota saja, akan tetapi Program yang bertagline GAMMARA ini pula 
meliputi dan mencakup semua aspek, baik di bidang kesehatan, bidang 
pendidikan, bidang ekonomi, bidang kebudayaan dan pariwisata dan lain-lain. 
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Untuk itu, pemerintahpun melibatkan sebagian para SKPD-SKPD yang 
bersangkutan untuk membuat program dibidangnya masing-masing demi 
menyukseskan Program GAMMARA ini. 
Berbicara tentang respon, ketika Anggota Legislatif melihat Program yang 
dikeluarkan oleh pemerintah, pasti akan ada banyak argument-argumen dari para 
legislatif sebagai tanggapan dari Program tersebut, namun ketika suatu Program 
memihak kepada rakyat serta menguntungkan rakyat, legislatif tidak akan 
menolak suatu program yang dicetuskan oleh pemerintah, selagi hal tersebut 
bersifat positif serta memiliki nilai manfaat di dalam masyarakat, legislatif  
bahkan mendukung Program tersebut. 
Program yang dibuat oleh kepala daerah pastilah didukung dengan 
peraturan daerah,  Program serta tagline tersebut yang memperkenalkan dan 
mendekatkan perda di dalam masyarakat, layaknya peraturan yang dikemas 
menarik, unik dan akrab sehingga peraturan tersebut mudah disesuaikan didalam 
masyarakat. Yang perlu kita ketahui sebenarnya Program yang dibuat oleh 
pemerintah tidak boleh bersebrangan atau berlawanan dengan peraturan 
daerah,jadi antara Program dan peraturan daerah memiliki sisi yang saling 
menguntungkan dan saling mendukung satu sama lainnya. 
Perencanaan serta anggaran merupakan dua hal yang sangat erat 
kaitannya, dua hal inilah yang sebnenarnya menjadi beberapa faktor penting 
menentukan apakah Program tersebut bisa direalisasikan sesuai dengan itikad baik 
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serta cita yang di impikan atau menyimpang dari tujuan baik dibuatnya program 
pemerintah ini. 
Legislatif dalam hal ini tidak hanya memberikan statement mendukung 
Program tersebut atau bahkan menolak, namun juga melihat realisasinya didalam 
masyarakat, apakah sebenarnya Program tersebut sudah benar-benar telah berjalan 
dengan baik didalam masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menerima Program 
tersebut dan kemudian ikut andil dalam mensukseskan jalannya Program 
pemerintah itu.  
Eksekutif dalam hal ini kepala daerah tidak serta merta membuat suatu 
keputusan untuk membuat Program tanpa persetujuan dari legislatif (DPRD), 
namun ketika kita kembali ke konsep awal mengenai fungsi dari wakil rakyat itu 
sendiri, yaitu mewakili suara rakyat, mengaspirasikan keinginan dan 
mengutarakan kebutuhan dari rakyat itu sendiri, jadi ketika Program tersebut 
bertujuan untuk kepentingan daerah serta masyarakatnya maka legislatif tidak 
memiliki alasan untuk tidak menyetujui program pemerintah tersebut. 
B. SARAN 
1. Para Stake Holder bukan hanya memberikan respon positif, tetapi setiap Stake 
Holder  harus ikutserta dan mewujudkan Program “Jeneponto GAMMARA” 
di Kabupaten Jeneponto. 
2. Bukan hanya dikalangan di pemerintah saja, tetapi pemerintah perlu 
melibatkan pula di kalangan masyarakat untuk mewujudkan “Jeneponto 
GAMMARA” ini. 
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3. Besar harapannya bahwa Program yang bertegline “Jeneponto GAMMARA” 
ini dijadikan sebagai momentum pemerintah untuk dijadikan sebagai alat 
untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di Kabupaten dan mendorong 
Kabupaten Jeneponto untuk tidak lagi dinobatkan sebagai Daerah Tertinggal. 
C. IMPLIKASI PENELITIAN 
 Sebagai sebuah saran tindak lanjut dalam penelitian skripsi ini, yang 
dimaksudkan sebagai sebuah rencana jangka panjang, penulis berharap agar 
penelitian tentang Implementasi Program “Jeneponto GAMMARA” Sebagai City 
Brand di Kabupaten Jeneponto, yang penulis jadikan sebagai bahan penelitian, 
dapat dijadikan sebagai bahan edukasi, terutama bagi segenap civitas akademika 
UIN Alauddin Makassar dan Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik secara 
khusus. Sebagaimana penelitian skripsi ini menjelaskan tentang Stake Holder, dan 
Program pemerintah daerah. 
 Sebab menurut pandangan penulis, bahwasanya dalam penelitian skripsi 
ini menjelaskan apa saja tentang Stake Holder, dan Program Pemerintah itu 
sendiri, terkhusus kepada penjelasan tentang Pemerintah Daerah dan Masyarakat, 
karena baik dari Pemerintah, Civil Society, dan masyarakat merupakan bagian 
Stake Holder yang dapat membuat dan menjalankan suatu Program. Terkhusus 
juga pada pengawasan legislatif. Legislatif merupakan lembaga yang memiliki 
fungsi pengawasan legislatif itu sendiri, dan setiap Program yang dikeluarkan oleh 
pemerintah pasti ada campur tangan dari legislatif, karena legislatif juga memiliki 
fungsi anggaran untuk melaksanakan Program pemerintah tersebut. 
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